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PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 

AKUNTANSI PIUTANG  
 

UMUM 

 

Tujuan 

 

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu 

disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota, 

yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan 

pengungkapannya. 

 

Ruang Lingkup 

 

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang 

dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan 

disajikan dengan basis akrual. 

4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Banda Aceh 

tidak termasuk perusahaan daerah. 

 

Definisi 

 

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan 

pengertian:  

 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya 

berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya 

yang sah. 
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Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan 

uang    yang    dipinjamkan/digulirkan   kepada masyarakat oleh 

pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat 

dan tujuan lainnya. 

 

Dana   bergulir   dengan   executing    agency    adalah   

mekanisme penyaluran dana   bergulir   melalui   entitas   

(lembaga   keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan 

bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan   lembaga   keuangan   

lainnya),   yang   ditunjuk   dan bertanggungjawab untuk  

menyeleksi,  menetapkan  penerima  dana bergulir, menyalurkan 

dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung  resiko  

ketidaktertagihan  dana  bergulir  sesuai perjanjian. 

 

Dana   bergulir   dengan   chanelling   agency   adalah   mekanisme 

penyaluran dana   bergulir   melalui   entitas   (lembaga   keuangan 

bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal 

ventura dan   lembaga   keuangan   lainnya),   yang   ditunjuk   

dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. 

 

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang 

yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa 

akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas 

lain. 

 

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk 

dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir 

berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. 

 

 Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih 

dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik 

piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 

tergantung kondisi dari debiturnya 

 

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun 

Standar (BAS). 

 

Surat pemberitahuan pajak terutang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang 

kepada wajib pajak. 
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Surat ketetapan pajak selanjutnya di singkat SKP adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

 

Surat ketetapan pajak kurang bayar yang selanjutnya di singkat 

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

 

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menetukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 

Surat tagihan pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 

administratife, berupa bunga dan atau denda. 

 

Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 

surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak 

daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan 

pajak kurang bayar tambahan,surat ketetapan pajak daerah 

nihil, surat ketetapan pajak  daerah  lebih  bayar,  surat  

tagihan  pajak  daerah,  surat  keputusan pembetulan, atau surat 

keputusan keberatan. 

 

Surat keputusan keberatan adalah surat atas keberatan terhadap 

surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak 

daerah surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan 

pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak 

daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau 

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diusulkan oleh wajib pajak. 

 

Surat ketetapan retribusi, yang selanjutnya di singkat SKR 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

jumlah pokok retribusi terutang. 

 



KA.09 - 4 
 

 

 

Surat tagihan retribusi, yang selanjutnya disingkat STR, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrative berupa bunga dan/atau denda. 

 

PENGAKUAN 

 

6. Piutang diakui pada saat  ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang 

atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat: 

(a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; 

(b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan 

belum dilunasi. 

7. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah 

sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode 

pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan 

melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar 

oleh Wajib Bayar 

8. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di 

neraca, apabila memenuhi kriteria: 

(a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak 

dan kewajiban secara jelas; dan 

(b) jumlah piutang dapat diukur; 

9. Piutang Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kota karena pemberian ijin 

atau jasa kepada orang pribadi atau badan.  

10. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada 

tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang 

belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan 

keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan 

diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan 

surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. 

11. Piutang Pendapatan asli daerah lainnya timbul karena potensi PAD 

lainnya dapat terdiri dari  hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan 

aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, 

penggunaan aset/pemberian jasa pemda, piutang pendapatan jasa 

layanan BLUD dan sebagainya. 
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12. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, 

setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan 

tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak 

terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat 

Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait 

13. Piutang kemitraan baik berupa perjanjian sewa, kerjasama pemamfaatan, 

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna timbul pada saat 

mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, misalnya 

tanah atau bangunan yang menganggur (idle), sehingga dilakukan 

kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dengan prinsip saling menguntungkan. Peristiwa ini mengakibatkan 

timbulnya pengakuan piutang kemitraan pada saat diitandatanganinya 

perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan 

dicatat sebagai aset di neraca. 

14. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana 

dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian 

pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang 

dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:  

(a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan 

kewajiban secara jelas;  

(b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.  

15. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 

berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan 

dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar 

hak daerah yang belum dibayarkan. 

16. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut 

ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak 

daerah. 

17. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim 

pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah 

ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. 

18. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 

(a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila 

sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan 

seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi 

hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; 

(b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada 
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saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan 

pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. 

19. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi definitif 

yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah 

menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum 

dibayarkan 

20. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi 

pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah 

penerima yang belum dibayar. 

21. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran 

ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka 

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode 

berikutnya. 

22. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus 

didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang 

dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas         

TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).                   

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan 

merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 

tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti 

kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan 

melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah 

terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 

 

PENGUKURAN 

 

23. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan, adalah sebagai berikut: 

(a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan, ditetapkan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKP), Surat Ketetapan Bayar Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STP), SK Pembetulan, SK 

Keberatan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR), Surat Tagihan 

Retribusi Daerah (STR)   yang diterbitkan; atau 

(b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan 

banding; atau 



KA.09 - 7 
 

 

 

(c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas 

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 

24. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut: 

(a) Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang 

dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa 

harus dinilai dengan nilaiwajar pada tanggal pelaporan atas 

barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman 

diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau 

biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan 

harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya 

lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada 

akhir periode pelaporan. 

(b) Penjualan 

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya 

potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar 

nilai bersihnya. 

(c) Kemitraan 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

(d) Pemberian fasilitas/jasa 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang 

telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, 

dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 

25. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima 

sampai dengan tanggal   pelaporan   dari   setiap   tagihan   yang   

ditetapkan   berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; 

(b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam 

hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke 

Kota; 

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah 

diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. 

26. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut: 

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo 

dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua  belas) 

bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang 

telah ditetapkan; 
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(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 

atas 12 bulan berikutnya. 

27. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan 

Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum 

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 

dihapuskan. 

28. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan                     

(net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan 

penyisihan piutang. 

 

PENYISIHAN PIUTANG 

29. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang 

yang dapat  direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan 

nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai 

penyisihan  piutang.  Nilai  bersih  piutang  yang  dapat  direalisasikan 

diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan 

piutang bukan merupakan penghapusan piutang) 

30. Nilai  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  tidak  bersifat  akumulatif 

tetapi diterapkan disetiap akhir periode. 

31. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan 

penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca. 

32. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak 

menerima tagihan atas dana piutang. 

33. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai 

dengan  tanggal pelaporan. 

34. Nilai realiasasi bersih (net realizable value) piutang adalah jumlah 

bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. 

35. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang 

diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah 

daerah kepada debitor. 

36. Ruang lingkup tata cara penyisihan piutang meliputi; (1) Jenis-jenis 

piutang, (2) Kriteria kualitas piutang, (3) Penentuan besaran penyisihan 

piutang, (4) Pencatatan penyisihan piutang, dan (5) Pelaporan. 

37. Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan 

piutang, meliputi: 

a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain: 
 

1) Piutang Pajak Daerah; 
 

2) Piutang Retribusi; dan 
 

3) Piutang lain-lain PAD Yang Sah. 
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 b.Piutang dari Perikatan antar Lain: 
1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 

 

2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;dan 
 

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti     
Rugi. 

 

c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: 
 

1) Piutang transfer pemerintah pusat; 
 

2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan 
 

3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya. 
 

38. Penilaian Kriteria Kualitas Piutang dilakukan  berdasarkan kondisi 

Piutang pada tanggal laporan keuangan dilakukan dengan 

mempertimbangkan; (1) Jatuh tempo piutang; dan/atau, (2) Upaya 

penagihan. 
 

39. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

(a) Kualitas Piutang Lancar; 

(b) Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

(c) Kualitas Piutang Diragukan; 

(d) Kualitas Piutang Macet. 

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang 

pada tanggal laporan keuangan 

40. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis 

piutang: 

1. Piutang Pajak daerah 

Penggolongan  kriteria     kualitas  piutang  pajak  daerah  dapat 

dipilah berdasarkan cara pemungutan: 

a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) 

dilakukan dengan ketentuan: 

1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:  

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau  

(c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau  

(d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 

(e) Wajib pajak likuid; dan/atau 

(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding 

 

 

 

2. Kualitas   Kurang   Lancar,   dapat   ditentukan   dengan  

kriteria : 
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(a) Umur piutang 13 sampai dengan 24 bulan; dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; 

dan/atau 

(d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

(e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.  

3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

(a) Umur piutang 25 sampai dengan 60 bulan; dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

(d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

(e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.  

4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang diatas 60 bulan; dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(c) Wajib Pajak tidak    diketahui    keberadaannya/ditemukan; 

dan/atau 

(d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

(e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). 

 

b. Pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  (official 

assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:  

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 

(c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 

(d) Wajib pajak likuid; dan/atau 

(e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

(2) Kualitas   Kurang   Lancar,   dapat   ditentukan   

dengan kriteria: 

(a) Umur piutang 13 sampai dengan 24 bulan; dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama 

belum melakukan pelunasan; dan/atau 
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(c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; 

dan/atau 

(d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. 

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 25 sampai dengan 60 bulan; 

dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 

(e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

(a) Umur piutang lebih dari 61 bulan; dan/atau 

(b) Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(c)  Wajib    pajak    tidak    diketahui    keberadaannya; 

dan/atau 

(d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

(e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). 

 

2. Piutang Retribusi Daerah 

Penggolongan  kriteria   kualitas  piutang  retribusi   daerah  dapat 

dilakukan dengan ketentuan  

a. Kualitas  Lancar 

(1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau 

(2) Apabila  wajib  retribusi  belum  melakukan  pelunasan 

sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. 

b. Kualitas Kurang Lancar 

(1) Umur piutang 1  (satu) bulan sampai dengan 3  (tiga) 

bulan; dan/atau 

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat   

Tagihan   Pertama   tidak   dilakukan pelunasan. 

c. Kualitas Diragukan 

(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua 

belas) bulan; dan atau 

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan    Kedua    tidak    dilakukan pelunasan. 

d. Kualitas Macet 

(1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau 
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(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah 

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan 

piutang negara. 

3. Piutang   selain  Piutang Pajak Darah dan Retribusi Daerah 

a) Kualitas Lancar  

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal 

jatuh tempo yang ditetapkan. 

b) Kualitas Kurang Lancar 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. 

c) Kualitas Diragukan 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. 

d) Kualitas Macet 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau 

Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani 

pengurusan piutang negara.  

 

41. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, untuk  Piutang Pajak Darah, 
Retribusi Daerah dan Piutang selain Piutang Pajak Darah dan Retribusi 
Daerah pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: 

 

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang 
dengan kualitas lancar; 

b.  Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari piutang dengan kualitas kurang lancar; 

c.  Kualitas  diragukan,  sebesar  50%  (lima  puluh persen) dari 

piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan 

d.  Kualitas  macet,  sebesar  100%  (seratus persen)  dari  piutang 

dengan kualitas  macet setelah  dikurangi  dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada). 

 

42. Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan 

dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan 
piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan. 
Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh 

PPK-SKPD/PPK-SKPKD  dalam media Buku  Jurnal Umum dengan 
jurnal sebagai berikut: 

 
Tanggal Kode 

Rekening 
Uraian Debet Kredit 
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Xxxx x.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih 
xxx  

 x.x.x.xx.xx Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih  
 xxx 

 
 

43. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO), Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam 
Neraca sebagai pengurang akun piutang 

 

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR  

44. Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana 

bergulir yang  dapat  direalisasikan (netrealizablevalue). 

Untuk mendapatkan nilai bersih dan bergulir tersebut pertama  

kali dilakukan perhitungan  nilai penyisihan dana bergulir.              

Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana 

bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana 

bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. 

45. Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi; (1) Kriteria 

kualitas dana bergulir, (2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir,                

(3) Pencatatan akuntansi, (4) Pelaporan, dan (5) Penghapusan dana 

bergulir. 
 

46. Penilaian kualitas  dana  bergulir  dilakukan  berdasarkan  kondisi 
dana  bergulir  pada  tanggal  laporan  keuangan  dengan  langkah- 
langkah: 

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau 
 

2) upaya penagihan. 
 

b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, 

yaitu: 

1) kualitas lancar; 
 

2) kualitas kurang lancar; 
 

3) kualitas diragukan; dan 
 

4) kualitas macet. 

 

47. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas: 

1. Dana bergulir dengan kelola sendiri: 

a) Kualitas  lancar  dapat  ditentukan  dengan kriteria: 
(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau  

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 

(3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 
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(4) Penerima dana kooperatif. 

 

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; 

dan/atau 

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; 

dan/atau 

(3) Penerima  dana  kurang  kooperatif  dalam  pemeriksaan; 

dan/atau 

(4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.  

 

c) Kualitas  diragukan,  dapat ditentukan dengan kriteria: 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; 

dan/atau 

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak  
tanggal Surat  Tagihan Kedua  belum  melakukan pelunasan; 

dan/atau 

(3) Penerima  dana  tidak  kooperatif  dalam  pemeriksaan; 

dan/atau 

(4) Penerima    dana    tidak    menyetujui    seluruh    hasil 

pemeriksaan. 

 

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:  
(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau 
(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 
(4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau 

meninggal dunia; dan/atau 

(5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure). 
 

2. Dana bergulir dengan executing agency; 

 

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Lembaga keuangan bank (LKB),  lembaga keuangan 
bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan 
lembaga  keuangan  lainnya  menyetorkan  pengembalian dana 

bergulir sesuai dengan perjanjian dengan 
pemerintah daerah; dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. 

 
 

b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 
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(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan  Lembaga 
Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau 
(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura  dan 

lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui 

keberadaannya; dan/atau 
(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga 

lainnya bangkrut; dan/atau 
(4)  LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga 

lainnya mengalami musibah (force majeure). 
 

3. Dana bergulir dengan chanelling agency 

 

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. 

 

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 

tahun; dan/atau 

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama 

belum melakukan pelunasan. 

 

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 

tahun; dan/atau 

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua 

belum melakukan pelunasan. 

 

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 
 

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau 

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 

(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 

belum melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; 

dan/atau 

(4) Penerima dana bergulir bangkrut,/meninggal dunia 

dan/atau; 

(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force mayor).  
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48. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir 
tahun (periode pelaporan) ditentukan: 

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana   
bergulir dengan kualitas lancar; 

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana 

bergulir dengan kualitas kurang lancar; 

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana 

bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan 

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir 

dengan  kualitas  macet setelah  dikurangi  dengan nilai agunan 
atau nilai barang sitaan (jika ada). 

 

49. Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan 
berdasarkan  dokumen  bukti  memorial  penyisihan  dana  bergulir. 

Pencatatan  penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode 
pelaporan keuangan.  Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir 

tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal 
sebagai berikut: 

 

Tanggal Kode 
 

Rekening 

Uraian Debet Kredit 

Xxxx 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Dana 
 

Bergulir Tidak Tertagih 

Xxx  

 1.x.x.xx.xx Penyisihan Dana Bergulir 
 

Tidak  Tertagih  

 xxx 

 
 

50. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO), dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 

disajikan dalam Neraca sebagai  pengurang akun dana bergulir. 

 

51. Tabel Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan besaran 

Penyisihan untuk Dana bergulir , yang dilakukan pada setiap 
akhir tahun (periode pelaporan) sebagai berikut : 

 

 

No 

 

Jenis Piutang 

Kualitas Piutang Daerah 

Lancar Kurang 

Lancar 

Diragukan 

Lancar 

Macet Hapus 

buku 
1 Piutang Pajak  Daerah 0 s/d 12 

bulan 

13 s/d 24 

bulan 

25 s/d 60 

bulan 

>61 

bulan 

>85 

bulan 

 Persentase  Penyisihan 

Piutang Daerah  Tak 

Tertagih: 

 

 

0.5% 

 

 

10% 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

- 
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Kualitas Piutang 

Daerah 

 

Lancar 

 

Kurang 

Lancar 

 

Diragukan 

Lancar 

 

Macet 

 

Hapus 

buku 

 

  2 

 

Piutang Retribusi  Daerah 

0 s/d 1 

bulan 

2 s/d 3 

bulan 

4 s/d 12 

bulan 

>13 

bulan 

>85 

bulan 

 Persentase  Penyisihan 

Piutang Retribusi  Daerah  

Tak Tertagih: 

 

 

0.5% 

 

 

10% 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

- 

 

  3 
 

Selain Piutang Pajak dan 

Retribusi  Daerah 

Diatas 

Bulan 

Jatuh 

Tempo 

> 1 bln 

sejak 

tanggal 

Surat 

Tagihan 

Pertama 

> 1 bln 

sejak 

tanggal 

Surat 

Tagihan 

Kedua 

> 1 bln 

sejak 

tanggal 

Surat 

Tagihan 

Ketiga 

>85 

bulan 

 Persentase  Penyisihan 

Piutang selain Pajak  dan 

Retribusi Daerah  yang Tak 

Tertagih: 

 

 

0.5% 

 

 

10% 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

- 

 

  4 

 

Dana Bergulir 

0 s/d 12 

bulan 

13 s/d 36 

bulan 

37 s/d 60 

bulan 

>61 

bulan 

>85 

bulan 

 Persentase  Penyisihan Dana 

Bergulir 

 

 

0.5% 

 

 

10% 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

- 

       

 

52. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang 

transfer. 

53. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode 
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. 

54. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka 
tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam 

CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan 
penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 
selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan 

saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya 
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 

seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 
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PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG DAERAH 

55. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat 

dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. 
Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar 
tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut 

selesai/lunas. 

56. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan 

(write down). 

57. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai 

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. 

58. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan 
penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan 

pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

59. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan 
piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara 

atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih 
piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang 
sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. 

60. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut: 
(a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar 

daripada kerugian penghapusbukuan. 

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan 

ekuitas. 

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat 

hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. 

(b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kota, apabila perlu, 

sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 

penghapusbukuan. 

(c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi 

yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau 

hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan 

melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu 

sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang 

yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan 

tersebut. 

(d) Penghapusbukuan piutang (write off) dilakukan ketika masa umur 

piutang sudah lebih dari 5 tahun dan memenuhi kriteria 

penghapusbukuan.  
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(e) Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan 

diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa 

tanggungjawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang 

yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima 

pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang 

yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun 

berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap 

penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun 

sebelumnya dan dihapuskan pada tahun berjalan, penerimaan kas 

diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang Sah. 

61. Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai 
kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus 
tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

62. Penghapusan piutang dari bentuk tagihan  dilakukan bila Penanggung 
Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa 
kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat 

yang berwenang. 

63. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Penghapustagihan diajukan setelah 

lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara 
bersyarat (hapus buku). 

64. Kewenangan penghapusan piutang untuk satu orang terhutang sampai 
dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan oleh 
Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp.5.000.000.000,- (lima 

miliar rupiah) selain dilakukan  oleh Walikota juga harus mendapat 
persetujuan DPRK. 

65. Penghapusan piutang terdiri atas: 
1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan 

2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang. 
 

66. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan 
dengan pertimbangan antara lain: 

a) Piutang melampaui  batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan  

sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau 

b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat 

Tagihan Ketiga; dan/atau  

c)  Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau  

d)  Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan  

dan  tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat  

ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang 
berwenang; dan/atau 

e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan  

bahwa  debitor  memang  benar-benar  sudah tidak mempunyai 
harta kekayaan lagi; dan/atau 

f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 

dan/atau 
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g)  Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena: 
 

(1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap 

berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang 
berwenang; dan/atau 

(2)  Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat 

keterangan/pernyataan  dari  pejabat  yang  berwenang; 
dan/atau 

h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak  

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan  yang  

tidak  dapat  dihindarkan  seperti  bencana alam, kebakaran, dan 
sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Walikota; 
dan/atau 

i) Objek  piutang  hilang  dan  dibuktikan  dengan  dokumen 

keterangan dari pihak kepolisian. 

67. Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan  bersyarat 
piutang dilakukan mengacu   pada  ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

68. Perlakuan  akuntansi  penghapusbukuan  atau  penghapusan 
bersyarat  piutang  dilakukan  dengan cara mengurangi  akun piutang 

dan akun penyisihan piutang tidak tertagih; 

69. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak 
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap 

piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara 
ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan. 

70. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang adalah sebagai 
berikut: 

(a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang 

berutang kepada negara,  untuk  menolong  pihak  berutang  dari  

keterpurukan  yang  lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak 

mampu membayar. 

(b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat 

citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih 

luas menghadapi tugas masa depan. 

(c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, 

menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak 

tertagih. 

(d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, 

misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi 

menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga 

kredit. 

(e) Penghapustagihan setelah semua r ancangan dan cara lain gagal 

atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi 
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menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan 

dilelang. 

(f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 

kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, 

industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, 

melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara 

lain. 

(g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 

dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali 

cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) 

masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan 

administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai 

mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain 

dengan haircut yang memungkinkan dicatat kembali menjadi 

rekening aktif intrakomtabel. 

(h) Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di 

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap 

penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan 

tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan 

maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain 

PAD yang sah 

71. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang 
dilakukan   mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang- 

undangan; 

72. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan 
dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan 

penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

 

 

PENGHAPUSTAGIHAN DANA BERGULIR  

73. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: 

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana 

bergulir dilakukan dengan pertimbangan antara lain: 

a) Dana  bergulir  melampaui batas  umur  (kedaluwarsa) yang 

ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau 

b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat 

Tagihan Ketiga; dan/atau 

c) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau 

d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan 

dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui 

keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang 

berwenang; dan/atau 
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e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan 

bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta 

kekayaan lagi; dan/atau 

f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

dan/atau 

g) Debitor yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena: 

1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap 

berdasarkan surat  keterangan/pernyataan  dari  pejabat 

yang berwenang; dan/atau 

2) Telah     meninggalkan    Indonesia     berdasarkan    surat 

keterangan/pernyataan dari   pejabat   yang   berwenang; 

dan/atau 

h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak 

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang 

tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan 

sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/ 

Bupati/Walikota; dan/atau 

i) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen 

keterangan dari pihak kepolisian. 

j) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana 

bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain: 

a) Penghapustagihan  karena  mengingat  jasa-jasa  pihak  yang 

berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak 

berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu 

membayar. 

b) Penghapustagihan    sebagai    suatu    sikap    menyejukkan, 

membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh 

dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 

c) Penghapustagihan     sebagai     sikap     berhenti     menagih, 

menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi 

pihak tertagih. 

d) Penghapustagihan untuk  restrukturisasi penyehatan  utang, 

misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi 

menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif 

bunga kredit. 

e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain 

gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet 

dikonversi  menjadi  saham/ekuitas/penyertaan,  dijual, jaminan 

dilelang. 

f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 
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kepailitan, hukum   industri   (misalnya  industri   keuangan 

dunia,  industri  perbankan),  hukum  pasar  modal,  hukum 

pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di 

negara lain. 

g) Penghapustagihan secara hukum sulit  atau  tidak  mungkin 

dibatalkan, apabila   telah   diputuskan   dan   diberlakukan, 

kecuali cacat hukum. 

h) Tata cara  penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan 

mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

i) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana 

bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan 

tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

 

PENGUNGKAPAN 

74. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 
(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan 

dan pengukuran piutang; 

(b) Rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur untuk 

mengetahui tingkat kolektibilitasnya; 

(c) penjelasan atas penyelesaian piutang; 

(d) jaminan atau sita jaminan jika ada. 

75. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses 
penyelesaian, baik melalui cara kesepakatan bersama maupun 

pengadilan juga  diungkapkan sebagai piutang. 

76. Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang   perlu 

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor 
dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan 

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

77. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, 
ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka 

penerimaan   tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode 
yang bersangkutan melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung 
dari jenis piutang yang diterima. 

78. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan 
dokumen  bukti  memorial  penyisihan  dana  bergulir. Pencatatan 
penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan 

keuangan. 

 

79. Perlakuan  akuntansi  penghapusbukuan  dana  bergulir  atau 
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penghapusan bersyarat  dana  bergulir  dilakukan  dengan  cara 
mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir 

tidak tertagih. 

80. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana 
bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap 

dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara 
ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan. 

81. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan 
bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 


